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Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 

700.04/3204/A.1/Itprov tanggal 29 Juli 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

Hasil Evaluasi dari dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai 

dari 0 sampai dngan 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori predikat” untuk memberikan 

gambaran tingkat Akuntabilitas kinerja instansi yang telah dicapai. Dari hasil evaluasi 

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Batang Lupar Tahun 2022, maka diperoleh nilai 58,76 

dengan kategori CC (Cukup) dibandingkan dengan hasil nilai tahun 2020 yaitu 45,94 dengan 

kategori C (Kurang) adapun uraian berdasrkan komponen dapat dilihat pada table berikut 

ini : 

 
NO. 

 
Komponen yang Dinilai 

 
Bobot 

Hasil 

Evaluasi 

Tahun 2022 

A. Perencanaan Kinerja 30 19,20 

B. Pengukuran Kinerja 30 17,10 

C. Pelaporan Kinerja 15 8,70 

D. Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal 
25 13,75 

 Jumlah 100 58,76 

 
Dari Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu 

mendapat penyempuranaan, yaitu : 

a. Perencanaan Kinerja 

1) Perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja secara 

lengkap dan cukup mencakup rencana strategis 2021-2026, rencana 

kerja tahun 2022, dan perjanjian kinerja tahun 2022 dari para personil 

perangkat daerah juga disertai dokumen pendukung berupa pohon 

kinerja dan dokumen cascading; 

2) Dokumen rencana kerja tahun 2022 sudah dipublikasikan, namun 

masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : Dokumen 

rencana kerja tahun 2022 tidak selaras terhadap rencana strategis 



 
 

2021-2026 dalam hal rumusan sasaran, penggunaan indikator, serta 

penetapan target kinerja; 

3) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan 

kinerja antar level jabatan dengan baik, misalnya hasil kerja Sekcam 

belum diketahui Batasannya secara spesifik sehingga keterkaitan nya 

terhadap Indikator Camat belum dapat diketahui; 

4) Rumusan hasil dan indikator kinerja yang jelas pada perangkat daerah 

belum di implementasikan sampai pada tataran program dan kegiatan. 

Perangkat daerah belum dapat menyajikan secara jelas korelasi yang 

berkesinambungan secara berjenjang dari IKU perangkat daerah 

sampai dengan output kegiatan. Hal ini terjadi karena indikator kinerja 

program dan indikator kinerja kegiatan belum didefinisikan; 

5) Perencanaan kinerja yang ada belum dapat dibuktikan berdasarkan 

analisis kinerja yang memadai. Perencanaan kinerja perangkat daerah 

telah didasari pada Upaya monitoring dan evaluasi capaian kinerja 

pada periode sebelumnya, yaitu kegiatan monitoring SAKIP (Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) namun demikian, 

monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan belum di 

dukung dengan data yang handal serta analisis permasalahan dan 

sintesis Solusi yang cukup. 

b. Pengukuran Kinerja 

1) SOP Pengumpulan Data Kinerja yang digunakan perangkat daerah 

belum memberikan pedoman tentang bagaimana cara masing-masing 

level jabatan memperoleh data kinerja yang jelas dan dapat 

diandalkan; 

2) Perangkat daerah telah memiliki defenisi operasional untuk mengukur 

indikator kinerja sampai pada level jabatan coordinator, namun belum 

sepenuhnya mampu menjelaskan kesinambungan indikator kinerja 

antar jenjang. Hal ini merupakan akibat dari kurang selarasnya 

indikator kinerja antar level pada dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan. Belum jelasnya Batasan pelayanan public yang difasilitasi 

oleh Kecamatan Batang Lupar berakibat lemahnya data kinerja 

pendukung nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 

3) Pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

penyesuaian strategi/kebijakan/ aktivitas/ anggaran dalam mencapai 

kinerja yang efektif dan efisien. Pengukuran kinerja yang dilakukan 

belum dapat memberikan informasi akurat mengenai permasalahan 



 
 

dan hambatan yang ditemui dalam Upaya mencapai kinerja sehingga 

perangkat daerah tidak dapat melakukan perubahan aksi yang tepat 

guna mengatasi permasalahan yang ada. Contohnya, rapat dalam 

kegiatan monitoring kinerja hanya membahas serapan anggaran. 

 

c. Pelaporan Kinerja 

1) Perangkat daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

2022 per tanggal Februari 2023 dan telah disampaikan ke Sekretaris 

Daerah melalui Bagian Organisasi pada tanggal 15 Februari 2023; 

2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Tahun 

2022 telah menginformasikan hambatan atas Upaya pencapaian 

kinerja, dan rekomendasi perbaikan kinerja secara memadai yang 

menjadi kekurangan yang perlu diperhatikan. Laporan Kinerja yang 

komprehensif harus mencakup identifikasi hambatan dan tantangan 

yang dihadapi serta perbaikan yang kurang memadai; 

3) Pelaporan Kinerja kurang dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian 

strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja. Substansi yang disajikan 

dalam laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya dapat 

dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/ kebijakan karena masih 

terdapat analisis permasalahan dan pembentukan Solusi yang kurang 

memadai. Laporan Kinerja perangkat daerah harus dimanfaatkan 

dalam penyesuaian strategi/ kebijakan karena masih terdapat analisis 

permasalahan dan pembentukan Solusi yang kurang memadai; 

4) Dokume Laporan Kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi 

tentang pencapaian kinerja, salah satu contoh belum membandingkan 

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

beberapa tahun terakhir; 

d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal 

1) Rapat evaluasi yang dilakukan belum membahas kondisi aktual dalam 

Kecamatan Batang Lupar yang berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja Kecamatan Batang Lupar sebagaimana yang telah dicanangkan. 

Rapat kinerja hanya membahas serapan anggaran, rapat monitoring 

yang diselenggarakan belum membahas kondisi aktual dalam 

Kecamatan Batang Lupar yang berpengaruh terhadap target yang telah 

dicanangkan. Contoh terkait nilai SAKIP tahun 2022 tidak dilakukan 

identifikasi faktor-faktor yang secara aktual berpengaruh terhadap 

peningkatan AKIP di Kecamatan Batang Lupar. Ini dapat mencakup 



 
 

faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, perubahan kebijakan, 

kurangnya koordinasi antar unit, atau masalah internal lainnya; 

2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah belum 

sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya 

yang memadai. Upaya-upaya spesifik yang perlu dilaksanakan oleh 

perangkat daerah guna memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah kurang mendapatkan pembahasan dalam rapat-

rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja, seperti melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Tindakan perbaikan 

secara teratur, ditinjau kemajuan yang telah dicapai, identifikasi 

kendala yang muncul, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan; 

3) Implementasi SAKIP perangkat daerah telah meningkat karena telah 

terdapat hasil dari usaha perangkat daerah untuk menindaklanjuti 

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.   

 
Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan 

akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Batang Lupar Kabupaten 

Kapuas Hulu beserta jajarannya untuk hal sebagai berikut : 

1) Memastikan hasil penyusunan dokumen rencana kinerja tahun berjalan selaras 

terhadap renstra 2021-2026; 

2) Memastikan agar dokumen perencanaan kinerja yang disusun mampu 

menunjukkan keselarasan antara level jabatan dengan baik; 

3) Melengkapi indikator dan target kinerja pada tataran program dan kegiatan dalam 

dokumen penganggaran; 

4) Melengkapi pedoman pengukuran kinerja dengan tata cara mendapatkan data 

kinerja yang jelas dan dapat di andalkan; 

5) Melaksanakan pengukuran kinerja kegiatan serta menyediakan data kinerja yang 

dapat di andalkan; 

6) Melengkapi SOP pengukuran kinerja dengan tata cara dalam pengumpulan data 

kinerja yang jelas dan dapat di andalkan; 

7) Meninjau Kembali dan menyempurnakan definisi operasional indikator kinerja 

yang digunakan terutama indikator individu; 

8) Melaksanakan rapat pengukuran kinerja sesuai dengan kondisi actual terhadap 

target yang telah dicanangkan; 

9) Pengukuran kinerja harus dimanfaatkan dalam melakukan penyesuaian 

strategi/kebijakan aktivitas/anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan 

efisien; 



 
 

10) LKJiP harus memuat informasi hambatan pencapaian kinerja dan rekomendasi 

perbaikan yang memadai atas kinerja agar dapat menghasilkan Tindakan solusi 

yang tepat; 

11) Menindaklanjuti rekomendasi dalam Upaya perbaikan kinerja/solusi yang 

dirumuskan dalam LKJiP; dan 

12) Melaksanakan aksi/Tindakan yang diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas 

kinerja perangkat daerah serta memonitoring perkembangannya. 

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya 

Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu telah menindak lanjuti keseluruhan 

rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022. 



 
 

 

 

 
KOMPILASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL 

REVIU SAKIP 

KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN 2023 



 
 

KOMPILASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIEW SAKIP KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN 2023 

 

No. Nomor dan Tanggal 
LHP 

Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut 

 700.1.2.7/164/LHE/INK
AB/IB1 Tanggal 24 
Agustus 2023 

1. Dokumen rencana kerja tahun 2022 
tidak selaras terhadap rencana 
strategis 2021-2026 dalam hal 
rumusan sasaran, penggunaan 
indikator, serta penetapan target 
kinerja. 

1. Memastikan hasil penyusunan 
dokumen rencana kinerja tahun 
berjalan selaras terhadap renstra 
2021-2026. 

Telah terlampir pada Laporan 
Rekapitulasi Renja PD dan 
Pencapaian Renstra dapat di lihat 
di table T-C.29 dan Evaluasi Renja 
Tahun 2022. 

2. Perencanaan kinerja belum 
sepenuhnya menunjukkan keselarasan 
kinerja antar level jabatan dengan baik, 
misalnya hasil kerja Sekcam belum 
diketahui Batasannya secara spesifik 
sehingga keterkaitan nya terhadap 
Indikator Camat belum dapat diketahui. 

2. Memastikan agar dokumen 
perencanaan kinerja yang disusun 
mampu menunjukkan keselarasan 
antara level jabatan dengan baik. 

Telah tersusun pada Perjanjian 
Kinerja tahun 2023. 

3. Rumusan hasil dan indikator kinerja 
yang jelas pada perangkat daerah 
belum di implementasikan sampai pada 
tataran program dan kegiatan. 
Perangkat daerah belum dapat 
menyajikan secara jelas korelasi yang 
berkesinambungan secara berjenjang 
dari IKU perangkat daerah sampai 
dengan output kegiatan. Hal ini terjadi 
karena indikator kinerja program dan 
indikator kinerja kegiatan belum 
didefinisikan 

3. Melengkapi indikator dan target 
kinerja pada tataran program dan 
kegiatan dalam dokumen 
penganggaran. 

Telah terlampir pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Tahun 2023 (DPPA). 



 
 

4. SOP Pengumpulan Data Kinerja yang 
digunakan perangkat daerah belum 
memberikan pedoman tentang 
bagaimana cara masing-masing level 
jabatan memperoleh data kinerja yang 
jelas dan dapat diandalkan 

4. Melengkapi SOP pengukuran 
kinerja dengan tata cara dalam 
pengumpulan data kinerja yang 
jelas dan dapat di andalkan. 

Telah terlampir pada SOP 
Pengukuran Kinerja Tahun 2023. 

  

5. Perangkat daerah telah memiliki 
defenisi operasional untuk mengukur 
indikator kinerja sampai pada level 
jabatan koordinator, namun belum 
sepenuhnya mampu menjelaskan 
kesinambungan indikator kinerja antar 
jenjang. Hal ini merupakan akibat dari 
kurang selarasnya indikator kinerja 
antar level pada dokumen perencanaan 
yang telah ditetapkan. Belum jelasnya 
Batasan pelayanan publik yang 
difasilitasi oleh Kecamatan Batang 
Lupar berakibat lemahnya data kinerja 
pendukung nilai IKM (Indeks Kepuasan 
Masyarakat) 

5. Meninjau Kembali dan 
menyempurnakan definisi 
operasional indikator kinerja 
yang digunakan terutama 
indikator individu. 

Telah terlampir pada SK Indikator 
Kinerja Individu Tahun 2023 dan 
Perjanjian Kinerja Tahun 2023. 



 
 

 

No. Nomor dan Tanggal 
LHP 

Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut 

  6. Pengukuran kinerja belum dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan 
penyesuaian strategi/kebijakan/ 
aktivitas/ anggaran dalam mencapai 
kinerja yang efektif dan efisien. 
Pengukuran kinerja yang dilakukan 
belum dapat memberikan informasi 
akurat mengenai permasalahan dan 
hambatan yang ditemui dalam Upaya 
mencapai kinerja sehingga perangkat 
daerah tidak dapat melakukan 
perubahan aksi yang tepat guna 
mengatasi permasalahan yang ada. 
Contohnya, rapat dalam kegiatan 
monitoring kinerja hanya membahas 
serapan anggaran. 

6. Melaksanakan rapat pengukuran 
kinerja sesuai dengan kondisi 
aktual terhadap target yang telah 
dicanangkan. 

Telah Tersusun pada Laporan 
Monev Triwulanan 2023. 

7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Kecamatan Batang Lupar Tahun 2022 
telah menginformasikan hambatan atas 
Upaya pencapaian kinerja, dan 
rekomendasi perbaikan kinerja secara 
memadai yang menjadi kekurangan 
yang perlu diperhatikan. Laporan 
Kinerja yang komprehensif harus 
mencakup identifikasi hambatan dan 
tantangan yang dihadapi serta 
perbaikan yang kurang memadai. 

7. LKJiP harus memuat informasi 
hambatan pencapaian kinerja dan 
rekomendasi perbaikan yang 
memadai atas kinerja agar dapat 
menghasilkan Tindakan solusi yang 
tepat. 

Telah terlampir pada Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKJiP) tahun 2023 berupa 
Aplikasi E-Sakip yang memuat 
informasi evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal. 
 



 
 

8. Rapat evaluasi yang dilakukan belum 
membahas kondisi aktual dalam 
Kecamatan Batang Lupar yang 
berpengaruh terhadap peningkatan 
kinerja Kecamatan Batang Lupar 
sebagaimana yang telah dicanangkan. 
Rapat kinerja hanya membahas 
serapan anggaran, rapat monitoring 
yang diselenggarakan belum 
membahas kondisi aktual dalam 
Kecamatan Batang Lupar yang 
berpengaruh terhadap target yang 
telah dicanangkan. Contoh terkait nilai 
SAKIP tahun 2022 tidak dilakukan 
identifikasi faktor-faktor yang secara 
aktual berpengaruh terhadap 
peningkatan AKIP di Kecamatan Batang 
Lupar. Ini dapat mencakup faktor-
faktor seperti kekurangan sumber 
daya, perubahan kebijakan, kurangnya 
koordinasi antar unit, atau masalah 
internal lainnya. 

8. Menindaklanjuti rekomendasi 
dalam Upaya perbaikan 
kinerja/solusi yang dirumuskan 
dalam LKJiP. 

Telah Terlampir Laporan hasil 
evaluasi SAKIP tahun 2022. 



 
 

 
 
 
 
 

 
DOKUMEN 

PERBAIKAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 

KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN 

KAPUAS HULU 

TAHUN 2023 



 
 

Telah terlampir pada Laporan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan memuat Rekapitulasi Renja PD 
dan Pencapaian Renstra dapat di lihat di table T-C.29 dan Evaluasi Renja Tahun 2022. 

1. Telah tersusun pada Laporan Evaluasi Rencana Kerja tahun 2022 

 

 



 
 

2. Telah tersusun pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. 

 
 

3. Telah terlampir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Tahun 2023 (DPPA). 

 

 



 
 

4. Telah terlampir pada SOP Pengukuran Kinerja Tahun 2023. 

 
5. Telah terlampir pada SK Indikator Kinerja Individu Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. 

 
6. Telah Tersusun pada Laporan Monev Triwulanan 2023. 

 
 

 



 
 

7. Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2023 berupa Aplikasi 
E-Sakip yang memuat informasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

 
 

 

 

8. Telah Terlampir Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022. 

 


